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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Intern

Pada instansi yag relative kecil dengan karyawan yang sedikit jumlahnya dan kegiatan operasi perusahaan masih terbatas, pimpinan instansi tersebut dapat langsung mengawasi jalannya instansi. Lain halnya apabila instansi tersebut menginjak sedang maupun besar pimpinan instansi sudah tidak mungkin mengawasi langsung jalannya instansi dikarenakan jenjang pengawasan sudah luas. Oleh karena itu pimpinan perlu dibantu oleh alat pengendalian yang disebut pengendalian intern.

Pada awalnya istilah pengendalian intern dimulai dari internal check yaitu kegiatan “uji coba”, pencocokan angka-nagka transaksi yang sama dari dua bagian yang berbeda akan tetapi hasilnya sama. Beberapa tahun kemudian berubah menjadi Pengendalian Intern.

Menurut La Midja, Susanto (2001:66). Pada awal tahun 1958 AICPA menetapkan pembagian struktur pengendalain intern atas dua kelompok berdasarkan sifat dan kegiatannya yaitu :

a. Pengendalian Akuntansi (Accounting Control)
Meliputi rencana akuntansi dan semua cara prosedur yang berhubungan dengan keandalan laporan keuangan.

b. Pengendalian Administrasi (Administrative Control)
Meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang berhubungan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pemimpin instansi.

Pada tahun 1978, AICPA menambahkan penjelasan tambahan atas pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Administrasi sebagai berikut:

a) Pengendalian Akuntansi

Meliputi rencana organisasi berikut prosedur dan pencatatan yang berhubungan dengan keandalan laporan keuangan yang disdesain untuk menjamin:

1. Transakasi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi umum atau spesifik dari pimpinan.

2. transaksi yang dicatat harus memenuhi ketentuan:

a. sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku atas dasar kriteria yang dapat dilaksanakan.

b. Untuk memilihara accountability atas harta milik perusahaan.

3.
Penguasaan harta milik instansi harus berdasarkan otorisasi pimpinan.

4.
pencatatan accountability untuk harta milik instansi diperbandingkan dengan kenyataan fisiknya secra periodik dan apabila terjadi selisih diambil tindakan yang tepat.

b) Pengendalian Administrasi

Meliputi rencana organisasi berikut prosedur dan pencatatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan manajemen mengenai otorisasi atas transaksi. Orientasi tersebut merupakan fungsi manajemen yang berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuannya dan sebagai titik awal untuk mengembangkan pengendalian akuntansi atas transaksi.

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” (2002:180) edisi 6 yang diambil SA seksi 319 petimbangan atas pengendalian intern dalam Audit Laporan Keuangan “Paragraph 6”. Mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

“Suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lainyang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga (3) golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan Pelaporan keuangan

2. Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku

3. efektivitas dan efisiensi operasi”

Dari definisi tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini:

1. Pengendalian Intern merupakan suatu proses

Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penegndalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan, melainkan suatu rangkaian suatu tindakan yang bersifat perfasif dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalain dijalankan oleh orang.

Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.

3. Pengendalian Intern diharapkan mampu meberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris dan entitas keterbatasan yang melekat dalam suatu sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalain menyebabkan intern tidak dapat memberiakan keyakinan yang mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan pada pelaporan, keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Sedangkan menurut Arent and Elder (2003;270) dalam bukunya “Auditing and Assurance service” penegndalian Intern adalah:

“A system of  internak control consist of policies or procedures that the company achieve’s it’s objecktives and goal. These policies and procedures or often called control especially those control entity internal control”

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya system pengendalian intern berasal dari kebijakan dan prosedur perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, dimana kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga merupakan bagian dari keseluruhan pengendalian intern.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern


Menurut Mulayadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” mengemukakan tujuan utama dari pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. “ Menjaga kekayaan instansi/perusahaan

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi

4. Mendorong Kepatuhan dan kebijakan manajemen”.
Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan instansi dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan pengendalian intern administratif meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan kepatuhan, kebijakan manajemen dan biasanya hanya berlangsung secara tidak langsung dengan catatan finansial. Pada umumnya meliputi analisa terhadap pelaksanaan, program latihan pegawai dan pengendalian kualitas.

Pengendalian intern memberikan jaminan wajar bahwa:

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk mencapai tujuan usaha.

2. Informasi Akurat

3. karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.

Pengendalian Intern dapat melindungi aktiva dan mencegah pencurian, penggelapan, penyalah gunaan atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran serius atas pengendalian intern adalah penggelapan oleh karyawan. Penggelapan oleh karyawan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu majikan demi keuntungan pribadi. Penipuan tersebut bisa mengambil bentuk mulai pelaporan beban yang berlebihan untuk ongkos perjalanan dan untuk mendapatkan penggantian yang lebih besar dari kantor hingga penyelewengan jutaan dolar melalui tipuan rumit.

Informasi bisnis yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. Penjagaan aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan seiring, sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan aktiva juga perlu meyesuaikan catatan akuntansi untuk emnutupi penipuan tersebut.

Instansi harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan keuangan contoh-contoh dari standar serta peraturan tersebut meliputi ketentuan mengenai lingkungan hidup, syarat-syarat kontrak, peraturan keselamatan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2.1.3 Unsur-Unsur Pengendalian Intern  

Menurut  Mulyadi (2002;183) bukunya “Auditing“  menyebutkan bahwa :

“Lima unsur pokok pengendalian intern terdiri dari (1) Lingkungan Pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian,dan (5) pemantauan.”



Uraian dari kutipan tersebut sebagai berikut:

1. 
Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas organisasi antara lain :

1. Nilai integritas dan etika.

2. Komitmen terhadap kompetensi.

3. Dewan komisaris dan komite audit.

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen.

5. Struktur organisasi.

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.

7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

2. 
 Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan   pelaporan keuangan   adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan   prinsip akuntan umum di Indonesia.


Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktifitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.


Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan  prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.

2. Perubahan standar akuntansi.

3. Hukum dan peraturan baru.

4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.

5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi perubahan dan pelaporan 

3. 
Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri  dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan luar pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam  entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berakaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen dilaporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau atau terjadi adalah :

1. Sah.

2. Telah diotorisasi.

3. Telah dicatat.

4. Telah dinilai secara wajar.

5. Telah digolongkan secara wajar.

6. Telah dicatat dalam periode yang selanjutnya.

7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan pertimbangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

4. 
Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan yang diterapkan dalam berbagai tingkat macam tujuan dan ditetapkan dalam berbagai  tingkat dan fungsi organisasi. 

 
Sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian (yang mencerminkan sikap dan tindakan penting terhadap pengendalian) dan informasi dan komunikasi (yang memproses transaksi dan menyelenggarakan pertanggungawaban kekayaan dan utang), suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan kedalam berbagai kelompok. Salah satu cara pengolongan adalah sebagai berikut :

(1) Pengendalian pengelolaan informasi 
Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer unutuk pengelolahan informasi umumnya dan terutama informasi akuntansi. Pengendalian informasi dibagi menjadi dua: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

a. Pengendalian umum (General Control)

Unsur pengendalian umum meliputi : organisasi pusat  pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 
b. Pengendalian Aplikasi (Application  Control)


Berbeda dengan pengendalian umum seperti yang telah diuraikan di atas, pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap  aplikasi. Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan berikut ini :

1. Menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi telah diotorisai telah diproses sekali saja secara lengkap.

2. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti.

3. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan.

4. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

5. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu dikelompokkan menjadi : (1) prosedur otorisasi yang memadai, (2) perancangan dan pengunaan dokumen dan catatan yang cukup, (3) pengecekan secara independen.

(1)   Otorisasi memadai 
Prosedur organisasi yang memadai. Didalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, didalam organisasi harus dibuat  sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dalam melaksanakan transaksi pembelian misalnya prosedur otorisasi diatur sebagai berikut :

a. Kepala fungsi gudang

Kepala fungsi ini berwenang memberikan otorisasi atau permintaan pembelian yang ditujukan kepada fungsi pembelian.
b. Kepala fungsi pembelian

Kepala fungsi ini berwenang memberikan 
otorisasi atas surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian.

c. Kepala fungsi penerimaan 

Kepala fungsi ini berwenang memberikan otorisasi pada laporan penerimaan barang yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan.

d. Kepala fungsi akuntansi

Kepala fungsi ini berwenang memberikan otorisasi pada bukti kas keluar 
yang dipakai sebagai dasar pencatatan terjadinya transaksi pembelian.



Dengan demikian, transaksi pembelian yang megubah utang, persediaan, atau biaya akan dicatat dan disajikan dengan ketelitian dan keandalan yang tinggi, karena didasarkan atas dokumen sumber (bukti kas keluar) dan dokumen pendukung (surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) yang dihasilkan melalui prosedur otorisasi seperti yang telah diiuraikan di atas. Pengendalian akuntansi tersebut 
menjamin :

a. Barang dan jasa yang telah dibeli adalah yang diperlukan oleh perusahaan, yang dibuktikan dengan adanya surat order pembelian yang diotorisasi oleh kepala fungi pembelian.
b. Barang yang diterima adalah barang yang dipesan, yang dibuktikan dengan adanya surat order pembelian yang diotorisasi oleh kepala fungsi pembelian.
c. Utang yang dicatat adalah kewajiban perusahan atas barang atau jasa yang dibeli dan diterima oleh perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kas keluar yang dilampiri laporan penerimaan barang yang ditandatangani oleh kepala fungsi penerimaan barang, faktur dari pemasok dan surat order pembelian.
(2) Perancangan dan peggunaan dokumen dan catatan memadai 

    Setiap transaksi didalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu di dalam organisasi harus dibuat prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi didalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. 

(3)     Pengecekan secara  indenpenden.


 Pengecekan secara independen mencakup verifikasi terhadap :
(1) Pemisahan fungsi yang memadai.
(2) Prosedur otorisasi yang memadai.
(3) Perancangan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup.
(4) Pengendalian atas fisik dan kekayaan dan catatan memerlukan penggecekan atau verifikasi intern secara terus menerus untuk memantau efektifitas pelaksanaannya. Karena pengendalian intern cenderung mengalami perubahan karena waktu yang berubah, maka diperlukan review secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu transaksi jika tidak ada orang lain yang mengamati dan menilai kinerja mereka.
Untuk menjamin bahwa setiap karyawan perusahaan melaksanakan aktivitas pengendalian yang telah ditetapkan, diperlukan pengecekan secara independen terhadap kinerja karyawan. Cara yang paling murah biayanya adalah dengan pemisahan fungsi otorisasi transaksi, fungsi penyimpanan dan fungsi-fungsi akuntansi. Pemisahan fungsi ini akan secara otomatis menciptakan verifikasi independen terhadap pelaksanaan masing-masing fungsi dalam pelaksanaan suatu transaksi.


   Kunci penting yang dipelukan dalam pelaksanaan verifikasi intern ini adalah independensi karyawan yang melaksakan verifikasi tersebut. Jika seorang karyawan melaksanakan suatu tahap transaksi dan kinerjanya akan diverifikasi secara independen terhadap pelaksanaan masing-masing karyawan akan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, karena masing-masing sadar bahwa pekerjaannya akan diverifikasi oleh karyawan lainnnya. Untuk menjamin independensi, verifikasi kinerja tidak boleh dilaksanakan oleh karyawan yang diverifikasi kinerjanya. 

Contoh pengecekan secara independen dan asersi yang berkaitan disajikan berikut ini :

a. Karyawan bagian penerimaan memverifikasi kesesuaian jenis, jumlah dan kualitas barang yang diterima dari pemasok dengan data barang  yang tercantum dalam copy order pembelian yang diterima dari bagian pembelian (asersi keberadaan dan keterjadian serta kelengkapan).
b. Supervisor penjualan mengecek harga per satuan barang yang tercantum dalam faktir penjualan yang dibuat oleh karyawan dengan harga resmi yang ditetapkan oleh perusahaan (asersi penilaian atau alokasi).
c. Kepala bagian keuangan memverifikasi jumlah yang tercantum dalam formulir cek yang dibuat oleh karyawan bagian utang dengan dokumen yang mendukung cek tersebut (bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya) sebelum ia menandatangani cek tersebut (asersi penilaian atau alokasi).

d. Kepala Bagian Akuntansi memverifikasi jumlah yang tercantum dalam bukti setor bank yang diterima dari kasir dengan printout computer yang berisi total kredit yang di posting ke buku pembantu piutang usaha (asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan penilaian dan alokasi).

(2)       Pemisahan fungsi yang memadai 


 Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tugas didasarkan pada pada prinsip-prinsip berikut :

a. Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi.

b. Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva yang  bersangkutan.

c. Pemisahaan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi.

Untuk melaksanakan transaksi pembelian dalam perusahaan misalnya, fungsi-fungsi yang dibentuk adalah fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi, yang masing-masing berfungsi sebagai berikut :

a. Fungsi gudang

Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian dan menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan.

b. Fungsi Pembelian 

Fungsi ini melaksanakan pemesanan barang kepada pemasok, fungsi pembelian merupakan fungsi operasi.

c. Fungsi Penerimaan

Fungsi ini bertanggung jawab menerima atau menolak barang yang diterima dari pemasok. Fungsi penerimaan merupakan fungsi operasi.

d. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab mengarsipkan bukti kas keluar yang belum dibayar sebagai catatan utang yang ditimbul dari transaksi pembelian dan mencatat persediaan barang yang diterima dari transaksi pembelian di dalam kartu persediaan. 

(3)
Pengendalian  fisik atas kekayaan dan catatan

Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik / sebagai contoh penggunaan gudang untuk menjaga persediaan akan melindungi persediaan dari kemungkinan kerusakan dan pencurian. 

(4) Review atas kinerja

Review atas kinerja mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas :

a. Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam buku pembantu, seperti daftar umum piutang usaha laporan penjualan menurut daerah  pemasaran, wiraniaga, produk, dan customer.
b. Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu.

c. Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data non keuangan (contoh, perbandingan antara bed occupancy rate suatu rumah sakit dengan data pendapatan dari rawat inap).  

5.   
Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melaksanakan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang di harapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 
Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “sistem Akuntansi” unsure-unsur pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1) “ Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas

2) sistem wewenang dari prosedur pencatatan yang diberikan perlindunagn yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan biaya.

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi –fungsi setiap unit organisasi.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

2.1.4 
Tujuan dan Ruang Lingkup Pengendalian intern


Audit intern bertujuan untuk membantu anggota organisasi dan bentuk pertanggung jawaban yang efektif, dalam hal ini audit intern memberikan ketentuan berupa aktifitas perencanaan, audit dan evaluasi informasi, mengkomunikasikan hasil aktifitas yang telah disertai tindak lanjut.


Secara umum tujuan audit intern adalah membantu manajemen menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan serta keefektifan dari pengendalian intern perusahaan dan kualitas pelaksanaan aktifitas perusahaan. Dengan demikian, audit intern akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran.


Menurut  Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Pemeriksaan Interen” (2001;11) tujuan dari audit intern adalah sebagai berikut :

“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, audit intern akan melakukan analisis penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan, pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.”



        
Sedangkan mengenai ruang lingkup Pengendalian intern menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) (2001;983) yang dikutip oleh Boynton, et al adalah sebagai berikut 

“The scope of audit internal should encompass the examination and evaluation of adequacy and effectiveness the organization’s system of internal control and the quality of performance in carrying out assigned resposibilities: (1)Reliability and integrity of information; (2) Complience with Policies, plans, procedures, laws, regaluations and contracts; (3) safeguarding of assets; (4) Economical and efficient uses of resources; (5) Accomplishment of established objectives and goals for operations or prgorams.”





Pengertian tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit intern harus meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap efektifitas sistem pengendalian intern perusahaan dan kualitas kerja dengan tanggung jawab anggota organisasi, yang mencakup :

a) Keandalan dan integritas informasi.

b) Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan serta kontrak.

c) Perlindungan terhadap harta benda.

d) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.

e) Pencapaian tujuan dan sasaran  perusahaan.
2.1.5    Wewenang dan Tanggung Jawab Pengendalian Intern

Mengenai wewenang dan tanggungjawab audit intern, Konsersium Organisasi Profesi Audit Intern Dalam bukunya Standar Profesi Audit Internal (2004;8) menyatakan bahwa :

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit intern harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.”


                                                                                

Pernyatan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit intern harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal.

Dinyatakan secara lebih terperinci oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai tanggung jawab Audit Intern dalam Standar Profesional Akuntan Publik    (SPAP 2000;322.1) yaitu sebagai berikut :
“Audit Intern bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen entitas dan Dewan Komisaris, atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, auditor intern mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.


    

Secara garis besar tanggung jawab seorang auditor intern di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atau kelemahan-kelemahan yang ditemukannya.

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.
2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu disebutkan bahwa pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas.
Keterbatasan pengendalian intern menurut “Mulyadi” dalam bukunya yang berjudul “Auditing” (2001;181) sebagai berikut:

“ 1. Kesalahan dalam pertimbangan

   2. Gangguan

   3. Kolusi

   4. Pengabaian oleh manajemen

   5. Biaya lawan manfaat “.
Keterbatasan pengendalian intern menurut Mulyadi (2001;181) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Sering manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya tugas informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah ayau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak beresan atau tidak terdeteksinya kecurangan atau penegndalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan penegndalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun mafaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dengan pertimbangan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.
2.2 Efektivitas

Istilah dari efektivitas erat dengan istilah efisiensi dan istilah tersebut merupakan dua kriteria yang gunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu entitas. Efktivitas penerimaan kas menurut Anthony Dearden dan Bedford  yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana sebagai berikut:

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai sasaran pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut”.


Dari definisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan efektivitas adalah efektivitas mengaju kepada  pencapaian suatu tujuan.


Selanjutnya pengertian efektivitas menurut Arens and Loebbecke dalam bukunya yang berjudul “Auditing” (2002;272) yaitu sebagai berikut:


“Effectiveness refers to accomplishment of objective, where as efficiency refers to the recources used to achieve those objectives”.


Berdasarkan pengertian efektivitas diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.
2.3 Penerimaan Kas  

Dalam instansi semua kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan tidaklah dapat dipisahkan keterkaitannya antara arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow) pada instansi tersebut. 
2.3.1 Pengertian Kas

Kas merupakan aktiva yang paling likuid didalam perusahaan dan mempunyai mobilitas yang tinggi. Suatu pengendalian sering dijadiakan sumber penyelewengan. Kas disajikan dalam neraca yang yang meliputi dua elemen yaitu bank dan kas pernyataan menurut “Standar Akuntansi Keuangan”, bahwa pengertian kas dan bank adalah:

“ Yang dimaksud kas yaitu alat pembayaran yang setiap saat dengan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum instansi. Dan yang diamksud dengan bank adalah sisa rekening giro instansi yang dapat digunakan secara bebas dengan membiayakan kegiatan umum instansi”.

Sedangkan menurut Al Haryono Yusuf dalam bukunya “Dasar-dasar akuntansi” (2000;1) bahwa pengertian kas adalah:


“Dalam akuntansi istilah kas mengandung pengertian yang lebih luas karena meliputi juga uang kertas, uang logam, cek, pos wesel, simpan dibank dan segala sesuatu yang dapat disamakan dengan uang”. 


Dari definisi di atas penulis mengambil kesimpulan kas adalah alat pertukaran dan pembayaran atas segala sesuatu yang berbentuk uang maupun bukan (segala sesuatu yang dapat disamakan dengan uang) yang dipergunakan sebagai alat pelunasan kewajiban pada nominalnya.

2.3.2 Fungsi Penerimaan Kas

Pada umumnya fungsi penerimaan kas pada organisasi perusahaan mencakup kepengurusan kas secara fisik dan administrative. Menurut Smith and Skousen dalam bukunya yang berjudul “Intermediate Accounting” fungsi kas adalah sebagai berikut:
“ The standard of medium of exchangeis cash. Even if cash is not directly involved intransaction, if provides the basis for measurement and accounting for all others item”
Fungsi kas yang kemukakan oleh Smith and Skousen adalah meskipun kas tidak terlibat langsung dalam suatu transaksi, tetapi akan menjadi data untk megukuran dan akuntansi untuk semua bagian lain.
2.3.3 Tujuan Penerimaan Kas 

Menurut Committee On Sponsoring Organizing (COSO) dalam bukuany yang berjudul “Auditing” (2003;138) mengemukakan tujuan kas adalah sebagai berikut:
“ 1.  Kendalan Laporan Keuangan

   2.  Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

   3.  Efektivitas dan efisiensi operasi “.
    Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan pengendalian atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua bagian.

2.3.4 Manajemen dan Pengendalian kas

Menurut kieso and Weygandt dalam bukunya “Akuntansi Intermediete” yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, banhwa kas menghadirkan masalah pengelolaan dan pengendalian yang khusus, tidak hanya karena hal itu didalam banyak transaksi besar tetapi juga karena alasan sebagai berikut:

1) Kas merupakan harta tunggal yang segera dapat dikonversikan menjadi jenis harta lain. Kas mudah untuk digelapkan dan mudah untuk dipindahkan dan hampir secara universal diinginkan. Akuntansi yang benar untuk transaksi kas masyarakat bahwa pengendalian ditetapkan guna memastikan bahwa kas yang menjadi milik perusahan tidak dikonversikan secara tidak semestinya untuk keperkuan pribadi seseorang atau dalam kaitannya dengan perusahaan.

2) Jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan harus diatur secara seksama sehingga tidak terlalu banyak atau sedikit yang tersedia setiap saat. Persediaan uang yag memadai harus selalu dipertahan kan tanpa terlalu banyak mengaitkan dengan sumber daya perusahaan sebagai media pertukaran kas diperlukan untuk membayar semua harta dan jasa yang dineli perusahaan dan memenuhi semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Dipihak lain kas buka merupakan harta yang produktif, ua tudak dapat memberukan hasil atau pengembalian, namun perlu untuk menyediakan uang kas yang lebih besar dari yang diperlukan namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan margin yang layak untuk keadaan darurat. Kelebihan yang diperlukan harus diinvestasikan baik dalam sekuitas yang menghasilkan laba atau harta yang produktif.

2.4 Penerimaan Kas yang efektif
Penerimaan kas dikatakan efektif apabila jumlah kas yang diterima sesuai dengan target yang ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Kas perusahaan tersedia cukup dan digunakan secara efektif untuk membiayai operasional instansi.
2) Semua penerimaan kas telah dipertangungjawabkan 

3) Semua penerimaan kas hanya dilakukan untuk tujuan syah.

4) Pencatatan telah dibuat untuk setiap penerimaan kas.

5) Saldo kas terlindungi dari pencurian dan ketidak cocokan.
2.5
Proses Penerimaan Kas pada Dinas Perkebunan Bandung

Dalam proses penerimaan kas pada  Instansi Dinas Perkebunan dilakukan oleh atasan langsung pemengan kas yaitu kepala satuan kerja, dalam hal kepala satuan kerja yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai atasan langsung sehubungan dengan tingginya volume kerja, maka secara hirarkis dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berada dibawah eseloneringnya, yaitu wakil dari kepala dinas, sekertaris atau kepala bagian tata usaha.

Agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Administrasi Umum (BAU) Belanja Operasi dan pemeliharaan (BOP), dan Belanja Modal (BM), pemegang kas dibantu oleh:

a) Untuk Belanja Administrasi Umum (BAU) oleh kasir, tenaga pembukuan dan vertikasi internal.

b) Untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal Kerja (BM) oleh pemegang kas pembantu (kasir Kegiatan).

Berkaitan dengan pembukuan setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa seluruh kelompok Belanja (BAU, BOP, dan atau BM) hanya dibukukan dalam satu buku kas umum 

b) Dalam hal pembantu pemegang kas (ksair) diberi tugas mengelola per jenis belanja (misal kasir gaji/belanja pegawai, kasir belanja barang/jasa, dan atau kasir pengeluaran belanja perjalanan Dinas)

Laporan triwulan dan laporan semster kerja sebagaimana dimaksud diatas, dibuat / disusun atas dasar laporan keuangan (BAU) laporan keuangan kegiatan, buku besar dan buku besar pembantu, yang masing-masing dibuat oleh satu pemegang kas dan pimpinan pelaksana kegiatan bersam-sama.
2.6  
Peranan Pengendalian Intern dalam menunjang efektivitas penerimaan kas pada Dinas Perkebunan Bandung


Pengendalian intern melalui aktifitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektifitas dan operasi pengendalian intern secara periodik dan terus menerus dilakukan oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan  tujuan organisasi tersebut. 

Menurut Arens and Loebbecke dalam bukunya “Auditing” yang di terjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf :
“Audit intern yang diterapkan melalui pengendalian intern terhadap persediaan yang memadai bertujuan untuk melindungi persediaan, mengamankan aktiva dan catatan adalah pencegahan secara fisik yang dapat meningkatkan efektifitas pengendalian intern penerimaan kas”.                                                                                (2003:268)




Berdasarkan pengertian diatas peranan pengendalian dalam menunjang efektifitas penerimaan kas adalah apabila pengendalian  intern dilakukan melalui dengan melakukan  pencegahan secara fisik yang memadai maka dapat meningkatkan efektifitas pengendalian intern  dan aktiva akan terlindungi.

